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PENGANTAR EDITOR

Ads sebuah catatan kecil yang bisa disimpulkan dari tulisan Satjipto
Raburdio vang ditulis tahun 1980 dalam bukunya “Hukum dan Masyarakat™
Ot kel itu adalah, bahwa studi hukum tersebut di Indonesia masih berada
paia tshap penyebaran gagasan. Selanjutnya Prof. Tjip yang kemudian tahun
2000 mengakhiri pengabdian akademiknya, menulis dalam pidato purna
Sl nerva bertajuk - Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan
\ Beaching Order Finding Disorder):

“Sebagai orang tua yang sudah wakiunya turun, saya hanya
menitipkan agar di UNDIP ini ilmu pengetahuan, termasuk hukum,
diusahakan dengan progresif dengan terus berusaha uniuk berada
pada puncak perkembangan atau kemulakhiran ilmu. Dengan
agemikian kita berharap dapal mempersembahkan yang terbaik
pada bangsa dan negara”,

Hadirin vang memenuhi auditonum sederhana namun menorehkan
Sersgarn sejarah bagi insan akademis itu seperti larut dalam keharuan detik-
detik terakhir “Sang Begawan Hukum™ (begitulah sering Prof. Ir. Eko
Badthardjo, M.Sc. — Rektor Undip yang kental dengan puisi mbelingrnya
memperkenalkan Prof. Tjip) menitipkan pesan kepada sivitas akademika yang
skan ditinggalkannya. Sebuah pesan vang terlalu sederhana, namun sarat
f=—

Sudah sejak beberapa dekade terakhir gugatan diarahkan kepada
“Usversitas™ sehagai sebuah lembaga vang memproduksi manusia intelektual
—& kemudian hari. Sederet kebijakan strategis bahkan rambu-rambu evaluasi
sehegsi janing pengelolaan manajemen mutu diberlakukan, dan di sisi lain tak
serkirs dana digelontorkan senyampang dengan tuntutan konstitusi yakni
angperan pendidikan sedikitnya sebesar 204 dani totalitas anggaran negara.

¥



Lalu, dimana konsteks pengpalan tlisan di atas bermakna bila
dikomparasikan dengan naskah buku imi? Ya, sebuah peristiwa terkadang
menjadi multi tafsir dan sering menjadi sarat makna setelah diresapi dalam
perspekul filosofi. Sebagaimana yvang sering terdengar, hukum it semata
sehagai sebuah permainan kata-kata - language game 5.

Buku ini ditulis banvak pihak, dengan beragam sudut pandang serta
gagasan yang diusungnya, meskipun masth berkutat di seputar tema besar
tentang hukum. Bagian perfama Hukum dalam Bangun Teori; berbicara
tentang struktur teon atas hukum. [su sentral vang divngkap dalam bagian ini
berkaitan dengan perkembangan teori hukum, gagasan pengembangan
kehidupan berhukum melalui pemikiran progresif, filosofis dan rasional.
Gagasan vang berpariatif itu digulirkan oleh sejumlah penstudi hukum, dari
1ata nilai, basis sosial hukum, hingga prediksi perkembangan hukum di era
modemnisasi dan teknologi. Bagian kedua, Telaah Atas Hukum dalam
Implementasinya; berbicara mengenai hukum dalam implementasinya dalam
tata kehidupan manusia pendukungnya. Ada sejumiah gagasan praktis yvang
berasal dari pemahaman atas realitas hukum di tengah-tengah perilaku
masyvarakat yang diungkap para penulisnya. Bagian ini menegaskan betapa
mdah realitas berhukum itu dalam alam senvatanyva, dan makin menebalkan
keyakinan kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum. Bagian ini menguak tentang sejumlah praktek berhukum di tengah-
tengah heterogenitas masyarakat pendukungmya; vang kemudian mengingatkan
kita kepada pemikiran Cicero di abad pertengahan. Ubi Societas — T fus -
dimana ada masyarakat, disana pasti ada hiskum.

Paparan dan sejumlah penulis itu tampak nya hendak memaknai sebuah
penistiwa generation gap yang tanpa disadari telah memunculkan krisis
manajemen kepemimpinan akademik. Sejalan dengan perkembangzan
keberadaan Fakultas Hukum Universitas Lampung (semula merupakan
pengembangan Fakultas [lmu Sosial, Hukum dan Masyarakat Universitas
Snwijaya Palembang, sejak 1967 mulai membentuk Universitas Lampung -
Unila), sebagai sebuah komunitas akademik keberadaannya mulai
diperhitunghkan oleh masyarakat di Pulay Sumatera klnsusnya Sumatera Bagian
Selatan. Tidak dapat pula dihindan, sejalan dengan waktu, para perintisnya
sats demi satu harus mengakhin masa pengabdiannya dan menjadi puma bakti,
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Kini, Universitas Lampung yang disapih dari Universitas Sriwijaya
mmmmwamﬂmmmmnggﬂimdimgﬂh
suntutan moralitas akademik. “Kampus Hijau™ itu kini telah tegak berkibar,
sibwaan aniak-anak bajang lalu lalang dan silih berganti. Para alumninya telah
puls mengisi dan mewarnal pembangunan daeerah dan nasional, Kiprah mercka
dalam berbagai bidang itu menunjukkan bahwa insan Kampus ini seperti
smenepis anggapan banyak orang, dan berharap tidak pernah menjadi menara
gading Beberapa lontaran pemikiran dalam buku ini patut direnungkan.
setsdaknva menyatakan bahwa keberadaan lembaga akademik terbesar di
Beovinsi Lampung memang patut dipertimbangkan. Memang sebagian
pesuliamya berasal dari luar Universitas Lampung, namun itu harangkali lebih
memryuikckan hahwa sinergi jejanng | niversitas ini dengan sejumbash Universitas
& luar pulau Sumatera nampaknya mulai muncul dan terbangun dari
serhubungan manusia pendukung kehidupan kampus ini.

Secara faktual tenaga pengajar yang purna bakti, belum ditkuti lahimya
emega profesional muda yang memadai terutama bila dilihat dar tuntutan
sefesional jenjang jabatan tertinggi seorang dosen yaitu mencapal jenjang
G Blesar Komunitas ini seyogyanya harus mulai ditata dan disemaikan di
B Hijau vang mengusung nama besar Shang Bumi Rwa Jurai —Provinsi
Lampung. Bila peningkatan kualitas dan kuantitas akademik ini dapat
Ssesthan, lentu generasi vang akan lahir adalah generasi berkualitas yang
seeeu membangun negeri ini dari keterpurukan dan keterbelakangan, Di
saleh perlu discpakati bersama, betapa relevansi kaderisasi sudah saatnya
e prionitas kerja dari pemimpin institusi. Pernbinaan sumber daya manusia
sfalal asset jangka panjang dari konsep pembangunan seutuhnya, tidak
sewsta hangunan fisik vang perlu dikedepankan.

Semoga buku yang ditulis dan didedikasikan oleh penulis-penulisnya
Ss= rangka Pidato Pengukuhan dan Penerimaan Jabatan Guru Besar hagi
Pood Dx | Giede AB Wiranata, S.H.. M.H. di bidang Hukum Perdata/Hukum
B (dan merupakan bagian dan sejumiah buku lain yang diterbitkan dalam
ekt bersamaan), akan menjadi titik balik bangkitnya tradisi akademik di
Setsren para penstudi hukum untuk menuangkan gagasan akademiknya uniuk
Rms cermati bersama, sehingga kelak akan mampu mencerahkan kampus
setwes femnbaga ilmiah.



Tiada gading vang tidak retak. Atas ketidaksempumaan buku ini, mudah-
mudahan pembaca berkenan menyampaikan saran dan kntik. Terima kasth
kepada Bpk. Drs. Suwamo, M H. beserta tim Penerbitan Limversitas Lampung
serta berbagai pihak yang telah berkenan mendukung penerbitan buku ini.

Bandarlampung, Agustus 2009

Editor,

Prof. Dr. | Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
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HAK-HAK PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI)

Nunung Rodiivah

Pendahuluan

Pembahasan tentang masalah perempuan dalam dasawarsa terakhir ini
menjadi pembicaraan yang akurat dalam wacana [slam kontemporer di
Indonesia, juga telah ikut memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah
aktual pada saat ini tentang isu-isu perempuan, terutama menyangkut hak-
hak perempuan dalam perkawinan Islam vang menyangkut hak-hak dasar
mereka yang selama ini terabaikan dan tertindas oleh sistem kehidupan
patriarkis, Ada ketidakadilan dan kekerasan sosial terhadap mereka. Sungguh
mencengangkan sekaligus menarik ketika diketahur bahwa “agama™ telah
terlibat dalam arus besar budaya yang tidak bersikap adil terhadap kaum
perempuan. Tanpa disadari temyata telah terjadi tarik menarik vang sulit
dipisahkan antara sistem budaya dan agama vang memberikan kekuatan besar
bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan,’

Masalah status perempuan telah memperoleh perhatian vang besar di
seluruh dunia dan di berbagai komunitas, Alasannya jelas, di semusa masyanakat
patriarki, selama beribu-riby tahun perempuan telah sepenuhnya tertindas.
karena hampir semua masyarakat bersisitem patriarki. Karena itu, sclama
berabad-abad menjadi hukum alam bahwa perempuan lebih rendah derajatnya

' Husain Mubsmmanl, Figh Peresiprar Sefleids Kyad aras Boceaa Agame dea Oerder, | Yogyakaria:
LE&S, Mol him. xxini
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dari laki-laki dan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi tereiptanya
kehidupan keluarga vang harmonis.’

Keharmonisan suatu rumah tangga tak pernah luput dan kerjasama
antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang bukan berarti bahwa
peran antara suami dan istr dalam keluarga dibedakan, pesan yang tampak
adalah seorang istri mempunyai peran dalam wilayah domestik sedangkan
seorang suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap seorang istri. Persoalan
penting tentang perempuan dalam perkawinan pada masyarakat patriarki
adalah terjadinya sublimasi identitas dan eksistensi din perempuan pada laki-
laki. Sublimasi identitas ini tidak nampak sebagai bentuk penindasan secara
nyata, la berada dalam ruang kesadaran rasionalitas dan psikologis. Ketika
dalam kesadarannya, perempuan merasa harus tunduk pada laki-laki dalam
konteks perkawinan, maka di saat itu pula persoalan sublimasi rasionalitas
perempuan telah bekerja. Ideclogi patriarki yang dikonstruksikan, di
lembagakan dan disosialisasikan lewat institusi vang teribat schan-han dalam
kehidupan keluarga, sekolah, masvarakatl, agama, tempat kerja, sampai
kebijakan Negara semakin menemukan kedudukannya dalam konteks
perkawinan.’

Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara susomi dengan
istri melalui jenjang perkawinan, menyatukan dua watak yang berbeda antara
keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekeasama untuk
mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing. membesarkan dan
mendidik anak-anak yang terlahir, menjalin persaudaraan antam keluarga besar
dan kedua belah pihak, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika
keluarga, mentaati perintah agama, serta melaksanakan tata hidup bertetangga,
bermasyarakat dan bernegara dengan baik.*

Selanjutnyva dalam kaitannya dengan hak-hak asasi perempuan telah
mencapai tingkat signifikansi vang tinggi di era modern pada umumnya dan di

! Asghar Ali Engimess, ~Perempiaan Dalam Syori‘ahe Perspeknf Femane Dalam Penalsisas lilam”
Jdurnel Diemud Juroe. Mo Vol W E9%4, kim, 58

* Eko Pambang Subbysnioro, “Perempuan dan Perkawinan” fureal Perempran e 20 lakana
Yayasom, 20021, him. 12

4 Fusd Kaunan dam Mipan, Membitmbg lnrs Mendipmgings Swam [ Yopyakaria Mare Pustaka,
1958), klm. 4
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dumia Islam pada khususnya. Secara historis perempuan selalu di bawah laki-
laki, kaum perempuian sering diangpap makhluk yang lemah, namun demikian
semua kesan tersebut telah mengalami perubahan yang sangat cepat.’

Masalah penindasan dan diskriminasi terhadap perempusn atau muslimat
bukanlah peroalan kaum laki-laki melainkan peroalan sistem dan struktur
ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, yang salah satunya justru
dilegitimasi oleh kevakinan agama vang bias gender”

Memahami hak-hak perempuan dalam perkawinan Islarn, maka syari*ah
haruslah ditihat baik dari segi konteks kultumya maupun semangat normatif
transendentalnya, akan tetapi sekarang ini syari“ah dipandang lebih banyak
dari konteks kulturalnya saja. Satu penelitian yang cermat baik atas teks Al-
qur’an, hadits maupun karva-karya tafsir perfu dilakukan unmk Menyusin
kembali atau merekonstruksi hukum Islam sesuai dengan semangatnya vang
Isberal, humanistik dan progresif

Menurut Masdar Farid Mas"udi, bahwa perempuan bukan merupakan
seorang pekerja yang harus patuh terhadap atasannya, akan fetapi perempuan
dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama vakni sebagai subyek dalam
kehidupan dan memiliki hak yang harus diperhatikan termasuk dalam hal in
hak-haknya dalam perkawinan. Pemikiran inilah vang menjadi pervusun tertarik
untuk kebih jauh mengkaji tentang wacana hak perempuan dalam perkawinan
Islam yang ditawarkan Masdar Farid Mas udi salah seoran g tokoh Islam
kontemporer di Indonesia.

Tulisan ini hendak membahas persoalan berkaitan dengan alur pemikiran
hak-hak perempuan dalam perkawinan khususnya terkai dengan:

a. Mengapa Masdar Farid Mas udi memunculkan pemikiran-pemikiran haru
tentang hak-hak perempuean dalam perkawinan Islam?

b.  Bagaimanakah hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam menurut
Masdar Farid Mas " udi.

" Asghar Ali Engineer, Marimye Ferempuan Wenpikap Megs shandal Dokire daen Loke-daks,
{Yogvakarta IRCiSal), 20031, him 12
" Mansour Fagib, “Posisi Kawm Perempuan Calam Isdane Posssi K asm Perempuan Dulam |slam
Tingavam Dari Anakisis Gender “Membincang Fewinivmme dishursas Cender Prrapebrd felam
(Surwbava: Risalah Gusei, 2000), Blm &1
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Masdar Farid Mas'udi Dan Latar Belakang Pemikirannya
Biografi Masdar Farid Mas udi

Masdar Farid Mas'udi lahir di Jomhor, Kelurahan Cipete, Kecamatan
Cilongok, Kabupaten Purwokerto, pada tahun 1954. Dia berasal dari keluarga
yang agamis schingga ketika belajar di sekolah dasar, dia juga merangkap
sekolah di Ibtida’ivah dinivah, SMP, ia tempuh di Pesantren Tegalrejo
Mapelang sebuah pesantren klasik ( 1966-1969). Kemudian ia melanjutkan
ke Alivah Pesantren Krapvak Yogyakarta, { 1969-1975), dan meneruskan
ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Syan"ah (1973-1979)." Masdar
jugadikenal aktivis sebush LSM yang aktif melakukan aksi-aks: pembaharuan
pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat
pesantren vang justru dikenal “tradisional™ la juga sebagai dosen Islamologi
pada Sekolah Tingg: Filsafat Driyaara Jakarta dan wakil penanggungjawab
Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jakarta®

Karya Masdar Farid Mas udi

dasdar Farid Mas™udi adalah seorang cendekiawan yang rajin menulis
dan tajam analisisnya, Dia memiliki dua teor ; 1) dalam buku Agama Keadilan
Risalah Zakat (Pajak ) dalam Islam yang cukup controversial, 2) dalam buku
Islam dan Hak-hak Reproduks: Perempuan: Dialog Figh Pemberdayaan. la
juga aktif menulis dalam majalah. jumal, antara lain majalah Santri. Aula,
Uil Qur'an, Studi Islamika, dan Pesantren.

Masdar Fand Mas wdi seorang pemikir yang mengidolakan umar bin
khottob. Dialah madzhabnya dengan cirri-ciri khas lebih menckankan
pemahaman maksud nash daripada bunyi nash. Adapun pemikir yang
mempengaruhinya melaui bacaan vang disukai yakm ali syan”ati, Muhammad
Abduh. Muhammad Igbal, Azhar Al. dan Hasan Hanafi. Disamping kyai haji
ali maksum sebagai fasilitaor dalam kebebasan berfikimya.”

“ sadar Ferid Mas udi CHok-hak Reprodubsr Perempoan™ S0 Liberal  dars Tradisionalisme
Anlyssunnah ke Univesalame [slam | Basdusg | S B2 him 198

Ihid . hims 199,

fidd |, kim 200
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Giagasan dan pemikiran Masdar dalam berbagai pemikirannya sebagai
pola pikir yang akletik, yaitu pola pikir yang berusaha memilih sesuatl yang
dianggap terbaik tidak peduli dari aliran manapun, apabila lebih baik maka
itulah yang dia pilih.'"* Pemikir Masdar dalam hal reproduksi perempiean lebih
menekankan pada kemaslahatan bersama dan perempuan tidaklah dipandang
sehagai objek dominasi laki-laki, ia mencoba menghadirkan pemikiran dalam
perspekitif keadilan gender vang dicoba untuk dibahas olehnya sebagai suaty
pandangan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia vang
setara dihadapan Allah. masvarakat, serta SESAMANYa.

Latar Belakang Munculnya Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang
Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan Islam

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan dan dasar yang
melatarbelakangi mengapa Masdar melakukan permbahanuan pemikiran tentang
hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam. adalah sebagai berikut:
Pertama, adanya wilayah diskriminasi. Dalam hal ini biasanya didasarkan
atas praktek-prakick budaya dan “penahaman agama” yang telah berlangsung
dalam waktu lama dan ini menjadi salah satu wilayah vang paling sulit untuk di
atasi dan yang paling berisiko untuk diuhah. Karena itw, hukum perkawinan
Islam khususnya di Indonesia harus dilakukan pembahanuan pemikiran dengan
mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan hahwa perempuan dagsat
melaksanakan hak yang sama dengan laki-laki. termasuk hak atas kebebasan
uniuk melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya, Sejalan dengan
kebebasan perempuan untuk menentukan kapan dan dengan siapa ia akan
mienikah, batas usia minimum unfuk menikah juga harus dijamin oleh undang-
undang,

Kedua, adanya praktek Jibar (kawin paksa), Kesewenangan terhadap
perempuan apalagi perihal hak-hak reproduksi perempuan yan e dilakukan
secara paksa scharusnya sedini mungkin untuk dicegah. Walaupun dalam
Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam secar
eksplisit mengemukakan hahwa syarat calon kedua mempelai perkawinan

' Fhid,. hlen 200
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adalah saling rela dan setuju, namun kenyataanya masih ada saja paksaan
nikah. Hal ini terjadi karena budaya dan tradisi sebagian masyarakat yang
masih taat terhadap kebiasaan ijhar nikah ini, yang dampaknya sangat
merugikan dan mengancam masa depan perempuan itu sendiri.

Ketiga. adanya pemahaman masyarakal sebagai turunan dan pola
pemaksaan nikah, vaitu perkawinan diartikan dengan akad kepemilikan, dalam
arti susami memiliki istrinya secara mutlak. terutama dalam hal hubungan seksual.
Padahal pemahaman schenamya justru kebalikannya, bahwa suami tidak
memiliki kekuasaan mutlak dalam hubungan seks dengan istrinya. Pemikahan
diartikan sebagai pembolehan melakukan hubungan seks, dan kepemilikan
disini diartikan sehagai sah milik suaminya, dimaksudkan orang lain vang bukan
suaminya tidak boleh berhubungan seks dengan kedua pasangan itu.

Keempat. adanya konseptualisasi aga dan penafsiran agama terhadap
Hadis Nabi SAW vang cukup terkenal, bahwa penolakan istri terhadap ajakan
suami untuk melakukan hubungan seks adalah merupakan dosa besar.
Penafsiran seperti ini temyata tidak sejalan dengan dengan prinsip kesetaraan
sehingpa diperlukan pemahaman ulang, Jika hal itu tetap dilakukan tanpa metihat
kondisi dan kemapuan istri. maka pada hakikatnya ia telah menganiaya istnnya
vang seharusnyva ia lindungi penuh dengan kasih saying. Sikap penolakan istr
terhadap suaminya untuk melakukan hubungan seks, pada kenyataannya wajar
saja mengingat ketidak mampuan dan ketidaksiapan perempuan/istr untuk
melakukan hubungan seks dengan sehat dan penuh keikhlasan.

Dengan melihat fakia-fakta tersebut di atas, manurut Masdar sangat
jelas, bahwa adama nikah paksa telah menimbulkan konsckuensi-konsekuensi
yang sanagat sulit dan bahkan mengarah kepada dehumanisasi tethadap din
perempuarn. Berbagal konsekuensi negative vang muncul terhadap din
perempuan semakin memperjelas komitmen kita bersama untuk melihat mana
yang lebih maslahat antara pemaksaan mkah dan tidak ada paksaan dalam
nikah, mengingat konteks zaman yang sudah maju khususnya bidang pendidikan
vang jelas berpengaruh terhadap para perempuan untuk dapat mengambil
suatu keputusan rermasuk dalam hal memilib calon pasangannya, dan hak-
hak reproduksinya dalam perkawinan.



Apalagi adanyva perubahan masyarakat yang sangat signifikan masa
sekarang ini, barvak perermpuan Musfim yang meninggalkan dunia domestiknya
menuju dunia publik baik untuk belajar maupun bekerja. Hal ini berakibat
pada adanya perubahan sosial masyarakat dan dalam pergaulan social yang
lebih besar bahkan antara lain jenis. Keterlibatan dalam dunia public telah
meningkatkan kesempatan mereka untuk mengambil keputusan berkenaan
dengan kehidupannya sendiri. Adanya sistem sosial patriakhi semakin
disingkirkan, khususnya dalam menentukan calon pasangan dan juga hak-
hak reproduksinya.

Selanjutnya, di sini juga penting untuk dijelaskan bagaimana pola
pemikiran Masdar dalam melakukan pembahanan pemikiran dalam masalah
hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam, vaitu bahwa pola pemikiran
Masdar tergolong sebagai pola pikir yang mengedepankan kemaslahatan
umum. Pemilihan gagasan vang akan dimunculkan berupa konsep, keyakinan
maupun doktrin berasal dari berbagai system pemikiran dalam proses
menyusun systern kita sendin,

Masdar berkesimpulan bahwa syari‘at itu didasarkan pada
kemaslahatan. Dengan kata lain, pemikiran ini cenderung terwujud dengan
menyatakan suatu pandangan vang kurang lazim diukur dan kulor orang yang
menyatakan pendapat itu sendiri. Dengan begitu, terkadang suatu pemikiran
dianggap sangat janggal diungkapkan oleh seseorang bahkan bisa mengandung
resiko yang cukup berat.

Masdar menyatakan bahwa tolak ukur validitas faham keagamaan
bukan dari sudut penalaran murni akal maupun teks al qur’an, melainkan
seharusnya adalah kenvataan sejauh mana paham tersebut mampu menjamin
tercapainya kebahagiaan hagi manusia dunia dan akherat. Masdar lebih memilih
pertimbangan-pertimbangan liberalisasi, progresivitas. adaptasi dan
kemaslahatan itu dianggap vang paling haik. Pemikiran yang seperti ini. maka
ia disebut atau tergolong sebagai scorang pemikir yang liberal.

i Dalam diskwrses flsafe. pemikimn ekiektisme adalah menalib gagasan |konsep. Reyakinan
dokirin dari berbagal macam system pemikinan dalam proses msenyusus system kidn sendird
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Masdar juga menerapkan dengan konsep qath i dan dzanni. Konsep
gath i artinya ajaran yang ada dalam Al Qur'an dan hadis shahih yang
dikemukakan dalam teks bahasa yang tegas (shorikh). sedang dzann
merupakan ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa vang tidak tegas,
ambigu, atau bisa diartikan lebih dan satu pengertian, "’

Konsep keadilan dan kemaslahatan merupakin ketentuan gath i dalam
relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga bahasa vang
tepat untuk menggambarkan perubahan adalah gerak dan dinamika yang ada
Masdar juga mengatakan bahwa syari’al didasarkan pada kemaslahatan,
aturan dalam hukum hars tunduk kepada cita-cita kemaslahatan vang ada.
Dengan prinsip kemaslahatan dalam merumuskan hkum Tslam, Masdar tidak
secara otomatis merubah atau memperbaiki seluruh aturan hukum vang terdapat
dalam Al- Qur’an dan as Sunnah, tetapi terlebih dahulu melakukan klanifikasi
jenis amaliah yang dapat dilakukan hukumnya dengan prinsip kemaslahatan
tersebut termasuk dalam hal mengkaji masalah hak-hak perempuan dalam
perkawinan, yang meliputi hak mafkah dan hak reproduks perempuan,

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Nafkah dan Hak
Reproduksi Perempuan dalam Perkawinan Islam

Hak Atas Nafkah

Ada sejurmiah nash vang berbicara tentang nafkuh keluarga, diantaranya
adalah QS. Al-Bagarah (2): 233, Al-Nisa' (4): 3. dan Al-lsra'(17): 30, Al-
Ahzab (33 50, dan At-Talagq {653:6-7. Ditambah sunnah Nabi Muhammad
saw dalam kasus Hindun. dimana suaminya Abu Sufyan tidak memberikan
nafkah keluarga, kemudian sunnah Nabn yang menjelaskan bahwa di antara
hak istri dari suaminya adalah hak mendapatkan nafkah.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya ini mulai berlaku
sejak terjadi akad nikah sampai selama status perkawinan mereka masih tetap.
Adapun kalaw sudah berpisah atau cerai, suami hanya wajib membiayai sampai
masa menunggu § iddah;, Dan kadar nafkah yang harus diberikan suami
kepada istrinya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan income serta

i phial . masdar fand llam dan bak-hak . Mm 3l
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kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Hak nafkah bagi istri ini meliputi:
niafkah sandang, pangan dan papan (tempat tinggal).

Dialam hal nafkah ini, suami berkewajiban dan bertanggung jawab atas
nafkah keluarganya, sandang, pangan dan tempat kediaman bagi istri, biaya
rumah tangga, biava perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
serta biaya pendidikan anak, sehingga jika suami tidak memberi nafkah
keluarganya maka secara hukum istn berhak menuntut suaminya melalui
pengadilan bahkan sampai dengan tuntutan perceraian.

Namun. dalam kesempatan lain, istri dapat membebaskan suaminya
dari kewajiban terhadap dirinya dengan menyvodorkan alternatif hahwa
pencarian nafkah merupakan tanggungjawab bersama suami-istri, sehingga
tidak ada perbedaan antara suami-istri dalam hal saling membantu mencari
nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan vang dinilai lavak bagi
suami juga layak bagi istri. Demikian pula scbaliknya. Perempuan tidak
diposisikan hanya pada pekerjaan domestik di rumah tangga. Pekerjaan
domestik menjadi tanggungjawab bersama, Istri juga boleh aktif pada peran-
peran publik. Tidak ada halangan bagi istri berkaner di luar rumah. Khadijah
dan Fatimah, istri dan putri Rasul telah mencontohkan hagaimana istri bekerja
memenuhi kebutuhan keluarga "

Hak Reproduksi Perempuan
Hak memilih pasangan

Perempuan dalam memilih pasangan hendaknya orang tua tidak
memaksakan kehendaknya kepada anaknya, karena penentuan masa depan
dan proses jalinan rumah tangga yang menjalani adalah si anak bukan orang
tua. Menurut Masdar sebaiknva konsep ijbar dalam Islam tersebut ditiadakan,
karena hal tersebut bertentangan dengan konsep kemerdekaan yang sangat
di garis bawahi oleh [slam "

Ketentuan memilih pasangan ini berhubungan dengan tawaran ajaran
tentang konsep kafa ‘wh. antara pasangan laki-laki dan perempuan. Kafa'ah

" Mubammnd Abdubs, Tafsir al-Manee. Jidid [ hlm. 373.73
i, Wi, 4
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artinya sepadan atau sekufu. sepadan akhlak dan budi pekerti, pengetahuan,
pendidikan dan keturunan merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan
vang bahagia,

Dalam kitab-kitab fikih disebut juga sepadan tentang umum walaupun
berlainan pendapat orang tentang makna “Sepadan” namun twjuannya adalah
sama yaitu “serasi rasa dan pandangan”, schingga tercapai pergaulan yang
harmonis antara suami dan istri dalam membina keluarga dan rumah tangga
bahagia.

Cara berpikir dan pandangan yang sama menghadapi tantangan-
tantangan hidup banyak ditentukan oleh kesamaan dalam keyakinan pendidikan
dan latar belakang kebudayvaan dan kehidupan malahan juga persamaan tempa
dibesarkan (zatu daerah). Faktor uiama vang harus diingat dalam hal sepadan
ini adalah bahwa perkawinan bukan untuk waktu sebentar tetapi untuk
bertahun-tahun bahkan untuk selamanya, selama hayat dikandung badan dan
bukan pula semata-mata hanya untuk kedua suami istri tetapi didalamnya
tersangkut kepentingan keluarga dan keturunan di belakang hari,

Diengan perkawinan berarti menambah hubungan keluarga juga anak-
anak yang akan menjadi cucu-cucu kesayangan orang tua maka persamaan
pandangan amat menentukan kebahagiaan suami istri dan keluarga tersebut
dihari kemudian. Faktor kafa ah dapat dirinci sebagaimana uraian beriku.

Seagama

Bagi umat Islam faktor agama memegang peranan penting. pemuda/
pemudi Islam harus betul-betul memperhatikan faktor agama, karena pemuda
dan pemudi Islamn tidak diperbolehkan kawin dengan pemuda-pemudi bukan
Islam. Firman Allah surat Al-Bagarah ayat 221"

i Clan pangas ham nikahi wanga-wanids musyoik sehelums mereks beriman Sesungzulnya wanits
budak vong mukmis bobil baik dori wenits passrik alsupon dia senarib hatimm Dan jamgan kans
menikabkan prang-orang musyek | dengan wanita-wanig memimp sebeluss berinsm Sesumgpubmy g
budak yang mrkmin lebih btk dari orang mesyrik walapun din menarik hati, Aereka mengriak ke
nerahs Sedingkan Allal mengaieh ke surpa dan smpusan dengan SEIFinyE [1an Allgh mencrangkan
ayat-avanive kepada manusin semoga mercka mengamhil pelajasin
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Di sini jelas bahwa sama-sama memeluk agama Islam menjadi syarat
mutlak perjodohan muslim. Oleh karenanya sebelum menjatuhkan pilihan harus
berhati-hati dan mengetahui terlebih dahulu agama yang dianut sang calon.

Sepadan Akhlak dan Moral

Faktor yang penting pula untuk memilih jodoh adalah akhlak dan moral.
Sama-sama berakhlak dan bermoral merupakan syarat mutlak untuk suatu
perkawinan yang bahagia. Baik buruknya keadaan seorang tergantung kepada
budi bahasa dan akhlaknya.

Kecantikan dan keindahan lihir akan tak berguna tanpa akhlak dan
budi pekrti yang baik. Karakter yang buruk umpama : pemalas, pemarah,
penipu, suka main judi, suka minuman keras sampai mabuk-mabukan adalah
hal-hal yang harus dijauhi.

Banyak muda-mudi vang sedang dimabuk cinta berpendapat bahwa
meereka mampu mengubah tabiat partnernya sesudah menikah tetapi ternyata
kemudian bahwa mengubah tabiat seseorang bukanlah hal yang mudah.

Sepadan Tentang Pendidikan

Sama derajat dalam pendidikan amat penting pula dalam usaha
mencapai bahagia dalam perkawinan pendidikan kedua calon hendaknva tidak
berbeda jauh,

Sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi dan isrti atau setidak-tidaknya
sama. Jika tejadi pendidikan istri lebih tinggi dari suaminya, biasanya
menimbulkan perselisihan. Istri yang berpendidikan rendahpun sulit dinjak
berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan, akhimya ia hanya berperan
sebagai pembantu rumah tangga.

Sepadan Tentang Keturunan

Keturunan seseorang harus pula diperhatikan. Makin sedikit perbedaan
semakin baik. Dalam hal keturunan yang penting adalah bahwa sang calon
berasal dan keturunan orang baik-baik yaitu baik tingkah laku dan akal budinya
dan baik agama. dan amal ibadahnya.
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Tidak perlu bangsawan darah tetapi yang perlu bangsawan hati dan
akal budi. Keturunan orang yang suka berbuat maksiat seperti suka berjudi,
minum-mineman keras, berzinah dan sehagainya. Sebaiknvadihindari karena
walaupun tidak semua anak mewarisi perangai orang tuanya, tetapi muda-
mudi harus berhati-hati tentang latar belakang keluarga seseorang.

Faktor Umur

Umur berapa sebaiknya orang menikah? Sebenamya amat sulit
menentukan umur berapa sebaiknya sescorang menikah atau berapa batas
umur untuk dapat disebut “sudah matang” atau cukup dewasa untuk
berkeluarga.

Dalam Undang-undang Perkavvinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) disebutkan
bhowa:

(1) Perkawinan hanya dilzinkan jika pihak pria sudah mencapal umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

(?) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat | pasal im dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atan pejabat lain yang ditmjuk oleh kedua
orang tua pihak pria maupun pihak wanita,

Menurut penelitian para ahli, umur dewasa atau umur matang pada
setiap anak dapat sama, ada yang cepat matan dan ada pula yang lambat,
lergantung kepada pembawaan alam dan iklim tempat tinggal atau dipengarhi
juga oleh pendidikan, tingkat sosial dan ekonomi keluarga anak tersebut dan
sehagainya.

Batas umnur haligh berakal dalam Islampun belum berar “sudah matang™
tetapi permulaan dari kematangan atau kedewasaan seseorang. Tetapi
hagaimanapun suatu perkawinan yany sukses tidak dapat diharapkan dari
mereka. yang masih mentah baik fisik maupun mental emosional. Perkawinan
meminta kedewasaan dan tanggung jawab dan oleh karenanya anak-anak
muda sebaiknva menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur untuk
syt perkawinan.

Menurut para ahli perkawinan muda cenderung kepada penyesalan
dan perceraian seria hubungan kekeluargaan vang kurang sehat. Akan amat
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serasi jika umur kedua calon tidak jauh berbeda dan sebaiknya umur pria
lebih tua dan calon wanitanya. Karena menurut kelaziman yang pria akan
memikul tugas sehagai kepala keluarga jadi harus lebih dewasa.

Banyak pendapat mengatakan bahwa umur harus pula sepadan artinya
umur keduanya tidak jauh berbeda sebagai telah diterangkan tadi. Tetapi hal
demikian mungkin sifatnya pribadi dimana setiap orang berlainan selera dan
pendapatnya. Biasanya jika kedua calon sudah setuju dan sudah saling
mencintai maka masalah umur tidak lagi menjadi persoalan.

Hak dalam Hubungan Seks

Dalam menikamati hubungan seks, Masdar memandang bahwa dalam
hubungan suami istri, hubungan seks bagi istr merupakan hak, maka baginya
ada ruang untuk memilih waktu dan caranya. Tapi kalau semata-mata dianggap
sebagai kewajiban maka bagi seorang istri hamya mempunyai satu pilihan yaitu
melakukannya sekedar karena suami menghendaki dan tidak mustahil
hubungan seks akan lebih dirasakan schagai beban, bahkan mungkin derita.

Pemaksaan seorang suami terhadap istrinya untuk berhubungan seks,
sementara si 1stri tidak siap atau sedang sakit, maka hal ini tidak dibolehkan
oleh agama, dengan beberapa alasan. Pertama, membolehkan hubungan
suami-istri secara pak sa, sama saja dengan mengijinkan seorang (dalam hal
1ni suami) menikmati kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri), dan ini
tidak bermoral. Kedua dalam hubungan suami-istri yang dipaksakan terdapat
pengingkaran nyata terhadap prinsip mu asyarah bil ma ruf,
(memperlakukan istri dengan cara yang makruf), dan ini yang sangat
ditckankan oleh Al-Qur’an. Perempuan bukanlah obyek bagi laki-laki
termasuk dalam soal hubungan seks.

Hak Menentukan Kehamilan dan Keturunan
Persoalan apakah seorang istri berhak memilih kehamilan atau

menolaknya, masalah ini muncul ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin
maju, dimana kehamilan bisa dicari dan sekaligus bisa dihindari. Apa yang

" fhid, him. 116
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dikenal dengan sebutan program “Keluarga Berencana™ (family planning,
tanzhim al-nast), kemungkinan untuk mengatur kehamilan, atau menolaknya.
Dian ulama Indonesia umumnya cenderung membolehkan ikhtiar mengatur
kehamilan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemerintah,

Berkaitan dengan upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan.
mka Masdar berpendapat. perempuan memniliki hak dalam proses reproduks,
antara lain dalam hal memiliki keturunan dan menentukan kehamilan,
perempuan juga mempunyai hak tersebut karena memiliki keturunan dan
kehamilan tidak dapat dilepaskan dan kesiapan seorang perempuan. Selain
itu dalam hal merawat anak, suami dan istri mempunyai lugas yang sama
berdasarkan musyawarah dalam rumah tangga.

Peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan adalah bersifat kodrati
vang hanya bisa dilakukan oleh istri/ibu, sedangkan merawat anak adalah
nupas reproduksi non kodrati yang merupakan tanggung jawab bersama (suami
dan istri). Pekerjaan menvusui snak adalah hanya ibu vang bisa melakukanmya.
akan tetapi biaya susuannya jika harus dikeluarkan adalah tanggungjawab
ayah, termasuk melindungi kesehatan istrd untuk mendapatkan ASI vang bergizi,
sehingga anak terhindar dan gizi buruk,

Hak dalam Proses Perceraian

Bagaimana pandangan Islam terhadap perceraian? Sebagai ajaran
moral-Tlahiah, Islam sangat tidak menyukai perceralan. Secara moral,
perceraian adalah sebuah pengingkaran akan tetapi dalam kehidupan Sering
kali perceraian tidak dapat dibindan. maka dengan penuh penyesalan [slam
pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian.

lstri juga mempunyai hak untuk mengajukan perceraian kepada
suaminya dan perceraian itu hanya dapat dilakukan dengan mengajukan
permolionan perceraian ke pengadilan dengan alasan-alasan yang dibenarkan
akeh hukum.

Alasan-alasan perceraian vang dapat diajukan melalui pengadilan adalah
sehagai benkut:

a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, vaitu mencukupi
kiebutuhan pangan. sandang. papan dan kesehatan yang diperlukan bagi
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kehidupan keluarga. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka ia
bisa meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Dan jika suami
menolak menceraikannya, sementara istni benar-benar tidak sanggup
menerimanya maka pengadilan yang menceraikannya. Dengan kata lain,
perkawinan putus demi hokum;

b. Karenacacal vang menyebablan suami tidak bisa memenuhi nafkah batin,
misalnyaimpotensi;

c.  Karenasuami bertindak kasar, misalnya suka memukul, Untuk melindung
kepentingan dan keselamatan istri atas permintaan yang bersangkutan
maka pengadilan berhak menceraikannya. Di samping juga mengajukan
telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga;

d. Karena kepergian suami dalam waktu yang lama, tidak pernah ada
dirumah tanpa ijin dan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka istri
apabila merasa tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan
maka pengadilan bisa menceraikannya;

e. Suamidalam status tahanan, Jika istri tidak bisa menerima keadaan it
maka secara hukum ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk
diceraikan. Status tahanan dalam hal ini jika mendapat hukuman 5 tahun
atau lebih berat dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti."’

Dari uraian tersebut di atas, atas pembahangan pemikiran Masdar tentang
hak nafkah dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan Islam, maka
disini akan dikemukakan tanggapan atau sikap penulis, sebagai berikut:

Pertama, terhadap masalah hak perempuan atas nafkah adalah
sependapat bahwa nafkah menjadi tanggungjawab suami vang wajib diberikan
kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Al-Qur’an
meletakkantanggungjawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada
istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Istri tidak
diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerih pavahnya
sendin. Bahkan jika suaminya miskin dan istri kaya. suami harus memberinya

" basdar Famnd Mas wde dsin dow Mak-had Reprodiky Perempraen Chalog Fageb Pemberdayman”
|Bastdang: Mezan, 19975 Him 162-177
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nafkah menurt kemampuannya. sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Al-
Qur’an, Surat 65:7.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang vang disempitkan rezkinya hendaklah member
nafkah dari harta vang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan
beban kepada seseorang melainkan sckedar apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sestdah kesempitan,

Qur*an memperluas konsep pemberian natkah ini dengan menjelaskan
pada ayat al-Qur"an selanjutnya, yakni pada Surat 65:6:

Tempatkanlah mereka (para isteri} di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mercka

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isten yang
sudah ditalag) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan

{anak-anak ymu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;

dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan {anak itu) untuknya.

Berdasarkan avat tersebut di atas, seorang suami harus memberikan
helanja tambaban kepada istrinya jika diperlukan untuk mermben nafkah selama
istri mengandung. Termasuk juga, istri harus diberikan upah untuk menyusui
anaknya. Jika istrinya tidak setuju baik karena upihnya vang tidak mencukupi
ataw karena alas an lain, suami harus mencarikan orng lain untuk menyusukan
anaknya. Agak aneh bahwa seorang ibu harus dibayar untuk menyusukan
anaknya sendiri, tetapi karena untuk menyusui. istri memerlukan energi
tambahan vane hanya dapat diperoleh dan makanan yang lesbih baik dan bergizi
sehingga mandapatkan ASI yang berkualitas. Suami-istri hendaklan
bermusyawuah agar mereka tidak memandang hubungan mereka hanya dalam
hial-hal yang hersifal material, tetapi juga dalam dimensi manusiawi dan moral.

Kedua Hak Reproduksi Perempuan Islam memuliakan perempuan
dan menempatkan mereka pada posisi yang semestinya sesual dengan kodrat
penciptaann: 2. Perempuan adalah ibu penerasi yang dipundaknya terletak
tanggungjas ab besar untuk melahirkan dan mendidik generasi berkualitas
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sebagai asset besar suatu bangsa. Menjadi seorang ibu adalah tugas utama
dan pertama bagi perempuan. Agar fungsi dan peran penting perempuan
tersebut m}ﬁhlanmﬁmns:jmn!ahmm.ﬂnmmm“ﬂmr
pola relasi laki-laki dan perempuan di rumah tangga seperti pernikahan,
kehamilan, kelahiran, penyusuan, jaminan nafkah, pendidikan anak dan lain-
L,

Pemnikahan ditujukan untuk melahirkan ketunuman dan melestarikan jenis
manusia {QS. An-Nisaa: 1, An-Nahl:72). Di sisi lain Islam mengharamkan
perzinahan dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. (5. An-Nuur:2), ini
dimaksudkan untuk memelihara kesucian, kebersihan dan kejelasan keturunan,
Dengan pernikahan, perempuan diberi hak untuk diperlakukan secara hormat.
Kehidupan fisiknya tefjamin dengan adanya nafkah. Dengan ini perempuan
tidak harus menghidupi dirinya apalagi dengan cara-cara yang merusak
kodratnya, seperti melacurkan diri yang dampaknya akan merusak organ-
organ reproduksinya.

Terkait dengan kehamilan, Al-Qur'an memberikan empati vang tinggi
pada seorang ibu yang sedang menjalani proses kehamilan yang menjudi hak
dirinya. Firman Allah SWT:

Dran Kami perintahkan manusia (berbuat baik ) kepada ibu dan bapaknva,
ibunya telah mengandungnva dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,
dan menyapihnya dalam dua tahun, Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua
arangtuarmu dan hanya kepadaKu lah kembalimu®, (S, Lugman, 31:14),

Ayat Al Quran ini sangat jelas, bahwa sebagai konsekuensi seorang
ibu yang mengandung anaknya dengan begitu susah payah, maka Allah
mewasiatkan kepada selunih umat manusia untuk menghormati ibunya. Begitu
juga dalam hak menyusui bagi seorang ibu. Allah $WT berfirman:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anakiya selama dua tahun penuh,
vaitu bagi vang ingin menyempurnakan penyusunan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesangpupannyva.
Tanganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga
seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian ™ (05,
Al-Bagqarah, 2:231),
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Dalam ayat di atas, Allah SWT memberi penegasan kepada kita, bahwa
seorang ibu diberi hak menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Kemudian,
apa vang harus diterima oleh perempuan selama menyusui anaknva? Ayat itu
juga menegaskan, bahwa seorang bapak {suami) wajib mencukupi gizi.
sandang, pangan, dan papan sang ibu ketika proses menyu suatu berlangsung,

Menyusui anak bagi ibu adalah hak vang dimilikinya. Bukan beban
yang ditimpakan kepadanya. Dengan persepsi bahwa menyusui anak adalah
hak bagi ibudan anak adalah amanah vang dibenkan kepadanya, seorang ibu
akan merasakan kebahagiaan saat menyusui dan mengurus anaknya.
Sedangkan seorang bapak memiliki kewajiban untuk mencukupi seluruh
kebutuhan istri dan anaknya selama menyusui. Bapak dituntut untuk
memberikan perhatian dan tanggung jawab bagn proses reproduksi perempuan
Artinya, janganiah ibu yang melahirkan dan menyusu masih dibebarn untuk
mencari nafkah. Hal ini membuktikan bagaimana Islam membernikan perhatian
vang cukup besar datam hal ini.

Demikiantah, hak reproduksi bagi kaum ibu dalam Islam bukan hanya
dilindungi, tetapi jiga melahirkan kewajiban-kewajiban pada berbagai pihak;
kepada anak yang harus menghormati ibunya, kepada suami vang
berkewajiban menafkahi dan menggaulinya dengan haik, kepada masyarakat
yang harus turut serta menjaga dan melindungi kehormatan perempuan. dan
juga kewajiban Negara vang harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi

laki-laki apar dapat menafkahi keluarganya. Negara yang menerapkan aturan
Islam secara kaafTah (Khilafah/Daulah Islamiyah) akan menjamin kebutuhan
pokok warganya baik vang bersifat individu (sandang. pangan dan papan)
maupun vang bersifat kolektif {pendidikan, kesehatan dan keamanan).

Ketiga, hak cerai perempuan, yang discbut dengan Shafn | yang secara
harfish berarti tidak mengakui atau menolak, karena seorang perempuan dapat
tidak mengaku perkawinannya, Dalam hal ini telah ditegaskan oleh Al-Quran,

Surat 4: 12

Jika kamu khawatir keduanya(suami-istri) tidak dapat menjalankan

hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang

pembavaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya”™.
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Seorang istri dapat mengajulean by ' kepada Pengadilan Agama annuk
dapat memutuskan hubungan perkawinannya secara hukum dengan disertas
alasan-alasan karena adanya cacal fisik suaminya, perlakukan yang buruk/
kejam yang dibenarkan oleh hokum, ketidakmampuan suami berhubungan
seks karena dibukum penjara seumur hidup, suami tidak mampu menjalankan
kewajibannya schagal suami; seperti memberikan tempat tinggal dan nafkah
maka istri dapat menggunakan hakenya untuk mengajukan permohonan K

Seorang istri untuk melakukan khelu ', dalam kondisi-kondisi seperti
tersebut di atas, adalah dengan mengajukan tuntutan vang berupa permohonan
khulu ' kepada Pengadilan Agama dan menghadirkan saksi-saksi untuk
mengukuhkan permohonannya. Jika terbukti ia benar, maka ia mendapatkan
keputusan cerai dari Pengadilan Agama, tetapi jika tidak benar maka
Pengadilan Agama dapat menolak permohonan khudu ‘nya, Dalam kasus
khulu ' ini, karena khuly® adalah pembatalan yang termasuk dalam kategori
ha ‘in, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah pada masa “iddah nya.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa pemikiran Masdar Farid Masudi sebagai pemikiran Islam kontemporer
di Indonesia dalam mengkaji masalah hak nafkah dan hak reproduksi
perempuan dalam perkawinan lslam, adalah:

a.  Pemikiran Masdar tentang hak nafkah dan hak reproduksi perempuan
imi muncul karena masih adanya konsep ifhar dan disknminasi yang
bias gender serta sistem patriakhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pola
pemikiran yang digunakan oleh Masdar Farid Mas"udi dalam menjelaskan
tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan lslam dengan
menggunakan suatu metode penafsiran berdasarkan teori (hoth 'y dan
Zhonniy vang diberi pengertian baru melalui fjrihad, dengan
mengedepankan kemaslahatan bersama dan perempuan tidaklah
dipandang sehagai objek dominasi laki-laki tetapi dilihat dalam perspektif
gender;
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b. Hak nafkah atas istri wajib dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan
kemampuannya. yang meliputi; sandang, pangan. papan/tempat tinggal.
Jika diperlukan, seorang suami juga harus memberikan nafkah tambahan
selama istrinya mengandung, dan sedang menyusui;

¢.  Hak reproduksi perempuan (memilih pasangan, menikmati hubungan seks,
menentukan kehamilan dan keturunan, merwat anak) dalam perkawinan
Islam merupakan hak mutlak bagi perempuan untuk menentukan suatu
pilihan dengan memperhatikan pada keadilan dan kemaslahatan bersama
antara suami-istri dalam rumah tangga, karena hak-hak tersebut dalam
implementasinya sangat membutuhkan kesiapan bagi seorang perempuan;,

d. Hak cerai perempuan, yang dapat dilakukan dengan mengajukan
permohonan gugutan cerai dengan khulu "kepada Pengadilan Agama
dengan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan tuntutan
percerniannya.
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